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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, negara – negara di dunia yang sudah merdeka 

berlomba – lomba untuk menumbuhkan perekonomiannya pasca dijajah. 

Perkembangan global yang terjadi akhir – akhir ini telah menimbulkan berbagai 

perubahan yang mendasar dalam tatanan perekonomian dunia, baik dari sector 

keuangan maupun dari sector perdagangan. Telah banyak upaya dan usaha yang 

dilakukan oleh para subjek pelaku perdagangan dunia seperti negara – negara 

untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Salah satunya adalah melalui 

sector perdagangan atau transaksi transnasional, atau sering juga disebut dengan 

transaksi antar negara. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sumber 

daya yang dimiliki oleh tiap – tiap negara. Sehingga semakin maraknya negara – 

negara yang saling bertukar sumber daya. Karena pada dasaranya, menjadi sebuah 

negara yang kompetitif merupakan fundamental dari untuk tetap bertahan hidup 

dalam dunia yang sudah semakin mengglobal yang sering kali tidak berkeadilan, 

double standard, dan cenderung bersifat memperdayakan.  

Sumantoro mengemukakan bahwan perdagangan internasional sendiri pada 

dasarnya memiliki arti pertukaran barang dan/atau jasa antara 2 pihak yang 

berbeda kewarganegaraan/kebangsaan. Lebih tepatnya lagi, beliau mengatakannya 

sebagai ”the exchange of services & goods between nations. As used, it generally 
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refers to the total goods & services exchanges among all nations”.1 Pada 

hakikatnya kegiatan dagang atau bisnis lintas negara sudah terjadi sejak lama. 

Dalam teorinya, unsur – unsur yang dapat dikategorikan ke dalam unsur asing 

sebagai penanda atau sebagai indicator pembeda antara kontrak bisnis biasa dan 

kontrak bisnis internasional adalah sebagai berikut: 

a. Perbedaan kewarganegaraan; 

b. Domisili atau tempat kedudukan yang berbeda 

Hal yang menyebabkan negara – negara di dunia semakin marak untuk 

melakukan kegiatan transaksi dengan negara asing adalah karena perbedaan 

sumber – sumber daya pada tiap negara. Seperti contohnya ada beberapa negara 

yang memang lebih unggul dalam jumlah persediaan Sumber Daya Alam (SDA), 

pada kasus ini contohnya Indonesia. Namun, Indonesia didapati kekurangan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan negara tetangganya yaitu Republik 

Singapura memiliki banyak SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang 

teknologi pemanfaatan SDA.  

Dalam posisi tersebut, Indonesia dan Singapura dapat dengan mudah untuk 

bertemu dalam suatu kontrak bisnis internasional yang akan menimbulkan 

symbiosis mutualisme diantara kedua pihak. Di mana SDA yang dimiliki 

Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara efisien dengan bantuan dari 

SDM yang sudah ahli dalam bidangnya yang dimiliki Singapura. Munculnya 

 
1 Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, RUU Tentang 

Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 
1997/1998, hal. 29. 
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inovasi – inovasi baru dalam kegiatan bisnis internasional juga termasuk hal yang 

membangkitkan jumlah pebisnis yang melakukan kegiatan bisnis secara 

internasional. Faktor – factor tersebut lah yang mempengaruhi semakin 

banyaknya kegiatan – kegiatan bisnis yang dilakukan oleh negara di dunia. 

Kegiatan tersebut lah yang dimaksud dengan aktivitas bisnis atau transaksi 

internasional.  

Seiring berkembangnya kehidupan manusia dan keinginan negara – negara di 

dunia untuk ingin terus menjadi lebih maju, sector perdagangan pun menjadi salah 

satu alat bagi negara untuk mengembangkan negaranya. Sektor tersebut pun 

menjadi penting peranannya dalam membina laju perekonomian suatu negara 

karena mengingat semakin kompetitifnya perkembangan perekonomian dari tiap – 

tiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu organisasi yang bertujuan untuk 

membentuk kehidupan perdagangan antar negara yang semakin terbuka dengan 

adanya hambatan – hambatan tarif maupun non-tarif. Selain itu juga pembentukan 

organisasi ini diharapkan dapat membuat kehidupan perdagangan internasional 

menjadi harmonis. 

Organisasi yang dimaksud yang akhirnya dibentuk adalah World Trade 

Organization (WTO). Badan yang bergerak pada bidang perdagangan tersebut 

dibentuk pada tahun 1995. Hal ini awalnya dilatarbelakangi oleh berakhirnya 

World War II atau Perang Dunia kedua. Pada awalnya, organisasi perdagangan ini 

berbentuk sebagai sebuah perjanjian atau agreement yang disebut GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) yang dibuat dari tahun 1948 hingga akhirnya 



4 
 

 

digantikan dengan didirikannya WTO pada 1995.2  Dahulu GATT dibentuk 

karena dampak dari perang dunia kedua dimana keadaan perekonomian dunia 

sedang mengalami kehancuran yang terjadi pada saat itu. Karena perang tersebut 

mengikutsertakan seluruh negara di dunia, sehingga dampaknya sangat besar. 

Guna membangun kembali kehidupan pada perekonomian dunia, maka sejumlah 

negara bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga yang diharapkan agar menjadi 

medium yang berguna untuk mengatur pedagangan dunia yang menjadi fondasi 

dari dunia perekonomian di ruang internasional. 

WTO juga mempunyai tujuan utama, yaitu diharapkan untuk membantu 

produsen barang dan jasa, eksportir dan emportir dalam melakukan kegiatan 

pedagangan. Sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan di WTO 

adalah dengan cara melakukan pertemuan hingga mendapat kesepakatan atau 

consensus dari tiap – tiap negara anggota. Hasil dari pertemuan harus disetujui 

oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Kesepakatan tidak akan diambil jika ada 

satu negara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal tersebut lah yang 

membuat setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh General Council setiap 

2 (dua) tahun dan yang dihadiri oleh setiap Menteri. Salah satunya adalah 

perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung di kota Marrakesh. Pertemuan 

tersebut menghasilkan kesepakatan antar negara untuk memperbaiki situasu 

hubungan perdagangan internasional melalui upaya perbaikan institusi 

perdagangan multilateral, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, 

 
2 http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto, diakses 

pada tanggal 6 Februari 2021, pukul 16:47. 
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perluasan akses pasar barang jasa dan penyempurnaan berbagai peraturan 

perdagangan.  

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang telah menjadi 

anggota WTO. Indonesia juga telah meratifikasi Agreement Establisihing the 

World Trade Organization dalam wujud Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 

pada tanggal 2 November 1994 (LN 1994 Nomor 57 TLN Nomor 3564). Oleh 

sebabnya, Indonesia pun berkewajiban agar mempunyai andil yang signifikan 

dalam mewujudkan cita – cita dibentuknya WTO dari awal yaitu menciptakan 

kehidupan perdagangan internasional yang adil dan tidak saling merugikan. 

Keikutsertaan Indonesia pada keanggotaan WTO dan pelaksanaan berbagai 

komitmen yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilepas dari rangkaian 

kebijaksanaan di sector perdagangan, khususnya perdagangan internasional oleh 

Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 

ditetapkan oleh GBHN pada tahun 1993.  

Para pelaku bisnis yaitu pihak pemerintahan, swasta nasional dan asing serta 

koperasi dalam perdagangan dalam lingkup local, regional, maupun internasional, 

senantiasa harus tunduk pada peraturan internasional. Karena Indonesia telah 

megesahkan WTO, maka Indonesia wajib untuk menindaklanjuti dengan 

penyusunan rancangan undang – undang, baik mengenai perdagangan maupun 

investasi nasional untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman oleh para pelaku 

bisnis nasional dan internaisonal di Indonesia maupun di dunia internasional. Hal 

tersebut sangat diharapkan demi menjaga kedamaian dalam dunia perdagangan 

internasional. 
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Walau hal tersebut menjadi kewajiban, pertentangan atau pelanggaran 

terhadap General Agreement on Tariff and Trade (GATT) masih dapat terjadi. 

Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbukan kerugian bagi salah satu pihak 

yang bertransaksi dagang. Sesuai yang tertuang pada pasal XXIII, dalam 

menentukan unsur sengketa pada GATT hanya mensyaratkan jika adanya 

multification dan impairment. Dalam kata lain, untuk terjadinya sengketa dagang 

paling tidak harus dipenuhinya unsur -unsur, yaitu sebab terjadinya kerugian yang 

diderita oleh suatu negara dan unsur akibat yang secara definitive ditentukan oleh 

GATT itu sendiri.  

Selain akibat dari adanya pelanggaran atau pertentangan terhadap GATT atau 

regulasi WTO lainnya, hal yang dapat memicu munculnya sengketa dagang antar 

negara adalah dengan semakin berjalanannya waktu, dapat ditemukan negara – 

negara yang melakukan manuver pada kebijakan dagang dan investasinya, seperti 

deregulasi atau mengubah – ubah regulasinya mengenai kebijakan perdagangan. 

Perubahan – perubahan yang seperti itu lah yang dapat memicu kemungkinan 

timbulnya perselisihan atau sengketa antar negara yang melakukan transaksi 

perdagangan. Karena setiap ada perubahan mengenai regulasi perdagangan suatu 

negara pasti secara langsung atau pun secara tidak langsung akan berdampak juga 

terhadap negara – negara mitra dagangnya. Oleh karena itu, diperlukannya 

Dispute Settlement Body (DSB) WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO 

dalam bentuk upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antar pihak negara – negara 

yang melakukan hubungan perdagangan. 
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Pada tulisan ini, akan secara spesifik membahas sengketa dagang internasional 

yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan pada DSB-WTO. Sengketa 

tersebut ialah sengketa dagang internasional mengenai tuntutan uni eropa terhadap 

perubahan regulasi yang terjadi di Indonesia. Di mana terjadi perubahan regulasi 

mengenai ekspor bijih nikel yang tertuang pada Undang – Undang Mineral dan 

Batu Bara melalui Peraturan Menteri (PerMen) Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMen ESDM Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini 

disebabkan karena sepanjang tahun 2019 Indonesia telah menjadi produsen bijih 

nikel terbesar di dunia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sekaligus 

realisasi bahwa hilirirasasi produk tambang ini penting untuk meningkatkan nilai 

ekspor komoditas nikel.3 

Uni Eropa pada awalnya mendesak WTO untuk membuat panel khusus untuk 

membahas aturan baru yang dibuat oleh Indonesia mengenai ekspor bijih nikel 

tersebut pada 2019. Namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian. Hingga 

Januari 2021 ini terdapat pernyataan bahwa Uni Eropa akan menuntut Indonesia 

mengenai perubahan regulasi tersebut karena mereka beranggapan bahwa 

kebijakan baru tersebut akan menjadi penghambat bagi Uni Eropa untuk 

berkompetisi pada bidang industry baja di dunia.4 Kebijakan baru Indonesia ini 

juga ditakutkan oleh pihak Uni Eropa dapat menggangu produktivitas industry 

stainless steel yang di dalamnya terdapat sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) pekerja 

 
3 https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-

nikel-ri-versus-uni-eropa, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:34. 
4 https://money.kompas.com/read/2021/01/15/203805526/uni-eropa-gigih-tolak-sawit-

indonesia-tapi-butuh-nikelnya, diakses pada tanggal 7 Februari, pukul 21:45. 
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langsung dan juga terdapat 200.000 (dua ratus ribu) pekerja tidak langsung yang 

terlibat dalam industry tersebut. 5 Sedangkan dari pihak Indonesia sendiri juga 

mempunyai alasan terkait perubahan regulasi tentang ekspor bijih nikel tersebut. 

Sesuai dengan pernyataan Menter Perdagangan Republik Indonesia bahwa aturan 

yang dibuat itu bukan saja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada 

di Indonesia saja, namun juga untuk memastikan bahwa barang – barang 

komoditas itu adalah milik Pemerintah Indonesia. Indonesia sendiri telah 

menyatakan bahwa akan melayanin tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia 

mengenai aturan larangan ekspor bijih nikel tersebut. 

 Oleh karena itu, penelitian ini dirasa cukup menarik dan juga penting 

untuk ditelaah dan dibahas agar dapat lebih dipahami lagi inti dari tuntutan Uni 

Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel yang tercantum 

pada Undang – Undang Mineral dan Batu Bara dan bagaimana jika sengketa 

tersebut dilihat dari sudut pandang hukumnya. Selain itu, diharapkan juga agar 

selanjutnya kita akan dapat mengetahui ketentuan – ketentuan hukum mana saja 

yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa dagang ini 

melalui WTO. Maka berdasarkan yang sudah diuraikan di latar belakang diatas, 

Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: “ANALISIS NORMATIF 

ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS PERDAGANGAN UNI 

EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA 

MELALUI FORUM WTO”. 

 

 
5 https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-

versus-uni-eropa, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:50. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan dasar – dasar pokok tersebut, maka 

permasalahan yang kali ini akan dibahas dirumuskan  sebagai  berikut: 

1. Apa dasar hukum Uni Eropa dalam menuntut Indonesia mengenai 

larangan ekspor bijih nikel ke World Trade Organization? 

2. Langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam 

rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui regulasi hukum apa  yang digunakan sebagai dasar 

pembuktian oleh Uni Eropa melawan Indonesia mengenai larangan ekspor 

bijih nikel ini melalui WTO. 

2. Diharapkan agar dapat menjadi bahan untuk mencari tahu langkah apa 

yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi 

tuntutan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dilakukannya penelitian kali ini dinantikan dapat menghasilkan manfaat: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan bahwa penelitian ini kelak akan dinantikan dan dapat 

menjadi informasi dan juga sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu 

bagi para pembaca dengan sangat merinci, pada langkah - langkah yang 
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sudah dilaksanakan guna mengetahui regulasi hukum yang digunakan oleh 

Uni Eropa sebagai dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa dagang 

melawan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ini melalui 

WTO. 

 

b. Secara Praktis 

Serta harapan yang semata – mata hanya berjalan sebagai sarana 

informasi kepada para pembaca, tetapi juga kepada para ahli – ahli hukum 

terutama pada bidang hukum internasional dalam mencari tahu regulasi 

hukum yang dapat dipakai pada penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, 

diharapkan juga akan berguna bagi para ahli hukum nasional untuk 

mengetahui dampak atau pengaruh setelah terjadinya deregulasi mengenai 

perdagangan di dalam negeri hingga bagaimana upaya Indonesia untuk 

menanggapi tuntutan dari Uni Eropa tersebut. 

E. Ruang Lingkup 

Pada pokok pembahasan penelitian ini membahas dan menggali 

mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional pada DSB-WTO, yang 

jika dijabarkan menjadi: 

1. Pengumpulan data mengenai peraturan perundang – undangan 

terkait. 
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2. Hal – hal penyebab timbulnya sengketa perdagangan 

internasional dan mekanisme penyelesaiannya melalui forum 

WTO. 

3. Hal – hal yang dapat timbul akibat ketentuan penyelesaian 

sengketa melalui WTO terhadap regulasi pembangunan hukum 

dalam negeri. 

4. Upaya – upaya yang harus ditempuh Indonesia untuk 

menyangkal tuntutan – tuntutan dari Uni Eropa terhadap 

kebijakan larangan ekspor bijih nikel Republik Indonesia pada 

forum WTO. 

F. Kerangka Teori dan Konsep 

Kerangka teori ialah merupakan sebuah dasar dari  kumpulan – 

kumpulan pemikiran yang dipergunakan guna merangkai sebuah penelitian 

sehingga tujuan tersebut dapat membantu Penulis penelitian ini dalam 

menentukan arah dan tujuan yang dimaksud, Penulis menggunakan  beberapa 

teori yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang ingin dibahas. Teori 

ialah serangkaian variable yang ditujukkan untuk memperjelas gejala spesifik 

atau cara tertentu yang terjadi6 ,  dan suatu teori harus diuji kebenaran dan 

keasliannya sehingga akurat dengan mendatangkan fakta-fakta akurat yang 

akan menunjukkan ketidak absahannya. Sehingga teori ini dapat berguna 

 
6 J.J.J. M.Wuisman. 1996. Dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, 

FE UI, Jakarta. hlm. 203. 
 



12 
 

 

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin dibahas. 

Berikut terdapat beberapa contoh teori yang akan dipakai:  

1. Teori Dasar Tentang Perdagangan Internasional 

Ada 3 (tiga) teori utama dari perdagangan internasional dan yang 

paling sering menjadi topik pembicaraan. Teori ini dibagi mejadi beberapa 

poin, yaitu: 

(a) Teori Keunggulan Absolut 

Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini berpendapat dan 

mempunyai pokok pikiran mengenai peningkatan keahlian atau 

keterampilan di suatu negara akan membuat negara tersebut semakin 

Makmur dan kaya, begitu juga dalah hal efisiensi keikutsertaan para 

pekerja dalam proses produksi. 

(b) Teori Keunggulan Komparatif 

Merupakan teori yang dikemukaan oleh David Ricardo yang 

menyatakan bahwa perdagangan internasional itu sendiri bisa 

berlangsung walau suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut 

(peningkatan keahlian). Kegiatan perdagangan internasional pada teori 

ini disebut dapat saling memberi symbiosis mutualisme saat salah satu 

pihak tidak memiliki keunggulan absolut dengan hanya memiliki 

keunggulan komparatif saja pada harga untuk komoditi yang relative 

beda.7 

 
7 Johnson, H. 1965. The Pure Theory of International Trade. By Murray C. Kemp. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1964. Pp. x, 324. Canadian Journal of Economics and 
Political Science, 31(1), hal. 139-141. 
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(c) Teori Heckscher-Ohlin (H-O) 

Teori ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa sebuah negara 

akan melakukan kegiatan transaksi dagang dengan pihak dari negara 

lain apabila negara tersebut mempunyai taraf yang ditandai dengan 

adanya perbedaan kondisi perekonomian pada negara yang akan 

melakukan kegiatan dagang. 

 

2. Teori Tentang Hukum Perdagangan Internasional 

Kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional kurang 

lebihnya diakibatkan oleh munculnya jasa – jasa dalam iptek, yang secara 

langsung atau tidak langsung membuat hubungan – hubungan dagang 

berlangsung dengan tempo yang semakin cepat.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma 

– norma. Selain itu sistemnya juga mempelajari dan mengkaji asas – asas 

hukum dan kaedah hukum yang berlaku yang berasal dari sumber – 

sumber Pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian dan regulasi 

perundang – undangan serta juga termasuk ketentuan – ketentuan hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, negara – negara di dunia yang sudah merdeka 

berlomba – lomba untuk menumbuhkan perekonomiannya pasca dijajah. 

Perkembangan global yang terjadi akhir – akhir ini telah menimbulkan berbagai 

perubahan yang mendasar dalam tatanan perekonomian dunia, baik dari sector 

keuangan maupun dari sector perdagangan. Telah banyak upaya dan usaha yang 

dilakukan oleh para subjek pelaku perdagangan dunia seperti negara – negara 

untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Salah satunya adalah melalui 

sector perdagangan atau transaksi transnasional, atau sering juga disebut dengan 

transaksi antar negara. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sumber 

daya yang dimiliki oleh tiap – tiap negara. Sehingga semakin maraknya negara – 

negara yang saling bertukar sumber daya. Karena pada dasaranya, menjadi sebuah 

negara yang kompetitif merupakan fundamental dari untuk tetap bertahan hidup 

dalam dunia yang sudah semakin mengglobal yang sering kali tidak berkeadilan, 

double standard, dan cenderung bersifat memperdayakan.  

Sumantoro mengemukakan bahwan perdagangan internasional sendiri pada 

dasarnya memiliki arti pertukaran barang dan/atau jasa antara 2 pihak yang 

berbeda kewarganegaraan/kebangsaan. Lebih tepatnya lagi, beliau mengatakannya 

sebagai ”the exchange of services & goods between nations. As used, it generally 
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refers to the total goods & services exchanges among all nations”.1 Pada 

hakikatnya kegiatan dagang atau bisnis lintas negara sudah terjadi sejak lama. 

Dalam teorinya, unsur – unsur yang dapat dikategorikan ke dalam unsur asing 

sebagai penanda atau sebagai indicator pembeda antara kontrak bisnis biasa dan 

kontrak bisnis internasional adalah sebagai berikut: 

a. Perbedaan kewarganegaraan; 

b. Domisili atau tempat kedudukan yang berbeda 

Hal yang menyebabkan negara – negara di dunia semakin marak untuk 

melakukan kegiatan transaksi dengan negara asing adalah karena perbedaan 

sumber – sumber daya pada tiap negara. Seperti contohnya ada beberapa negara 

yang memang lebih unggul dalam jumlah persediaan Sumber Daya Alam (SDA), 

pada kasus ini contohnya Indonesia. Namun, Indonesia didapati kekurangan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan negara tetangganya yaitu Republik 

Singapura memiliki banyak SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang 

teknologi pemanfaatan SDA.  

Dalam posisi tersebut, Indonesia dan Singapura dapat dengan mudah untuk 

bertemu dalam suatu kontrak bisnis internasional yang akan menimbulkan 

symbiosis mutualisme diantara kedua pihak. Di mana SDA yang dimiliki 

Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara efisien dengan bantuan dari 

SDM yang sudah ahli dalam bidangnya yang dimiliki Singapura. Munculnya 

 
1 Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, RUU Tentang 

Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 
1997/1998, hal. 29. 
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inovasi – inovasi baru dalam kegiatan bisnis internasional juga termasuk hal yang 

membangkitkan jumlah pebisnis yang melakukan kegiatan bisnis secara 

internasional. Faktor – factor tersebut lah yang mempengaruhi semakin 

banyaknya kegiatan – kegiatan bisnis yang dilakukan oleh negara di dunia. 

Kegiatan tersebut lah yang dimaksud dengan aktivitas bisnis atau transaksi 

internasional.  

Seiring berkembangnya kehidupan manusia dan keinginan negara – negara di 

dunia untuk ingin terus menjadi lebih maju, sector perdagangan pun menjadi salah 

satu alat bagi negara untuk mengembangkan negaranya. Sektor tersebut pun 

menjadi penting peranannya dalam membina laju perekonomian suatu negara 

karena mengingat semakin kompetitifnya perkembangan perekonomian dari tiap – 

tiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu organisasi yang bertujuan untuk 

membentuk kehidupan perdagangan antar negara yang semakin terbuka dengan 

adanya hambatan – hambatan tarif maupun non-tarif. Selain itu juga pembentukan 

organisasi ini diharapkan dapat membuat kehidupan perdagangan internasional 

menjadi harmonis. 

Organisasi yang dimaksud yang akhirnya dibentuk adalah World Trade 

Organization (WTO). Badan yang bergerak pada bidang perdagangan tersebut 

dibentuk pada tahun 1995. Hal ini awalnya dilatarbelakangi oleh berakhirnya 

World War II atau Perang Dunia kedua. Pada awalnya, organisasi perdagangan ini 

berbentuk sebagai sebuah perjanjian atau agreement yang disebut GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) yang dibuat dari tahun 1948 hingga akhirnya 
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digantikan dengan didirikannya WTO pada 1995.2  Dahulu GATT dibentuk 

karena dampak dari perang dunia kedua dimana keadaan perekonomian dunia 

sedang mengalami kehancuran yang terjadi pada saat itu. Karena perang tersebut 

mengikutsertakan seluruh negara di dunia, sehingga dampaknya sangat besar. 

Guna membangun kembali kehidupan pada perekonomian dunia, maka sejumlah 

negara bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga yang diharapkan agar menjadi 

medium yang berguna untuk mengatur pedagangan dunia yang menjadi fondasi 

dari dunia perekonomian di ruang internasional. 

WTO juga mempunyai tujuan utama, yaitu diharapkan untuk membantu 

produsen barang dan jasa, eksportir dan emportir dalam melakukan kegiatan 

pedagangan. Sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan di WTO 

adalah dengan cara melakukan pertemuan hingga mendapat kesepakatan atau 

consensus dari tiap – tiap negara anggota. Hasil dari pertemuan harus disetujui 

oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Kesepakatan tidak akan diambil jika ada 

satu negara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal tersebut lah yang 

membuat setiap putaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh General Council setiap 

2 (dua) tahun dan yang dihadiri oleh setiap Menteri. Salah satunya adalah 

perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung di kota Marrakesh. Pertemuan 

tersebut menghasilkan kesepakatan antar negara untuk memperbaiki situasu 

hubungan perdagangan internasional melalui upaya perbaikan institusi 

perdagangan multilateral, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, 

 
2 http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto, diakses 

pada tanggal 6 Februari 2021, pukul 16:47. 
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perluasan akses pasar barang jasa dan penyempurnaan berbagai peraturan 

perdagangan.  

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang telah menjadi 

anggota WTO. Indonesia juga telah meratifikasi Agreement Establisihing the 

World Trade Organization dalam wujud Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 

pada tanggal 2 November 1994 (LN 1994 Nomor 57 TLN Nomor 3564). Oleh 

sebabnya, Indonesia pun berkewajiban agar mempunyai andil yang signifikan 

dalam mewujudkan cita – cita dibentuknya WTO dari awal yaitu menciptakan 

kehidupan perdagangan internasional yang adil dan tidak saling merugikan. 

Keikutsertaan Indonesia pada keanggotaan WTO dan pelaksanaan berbagai 

komitmen yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilepas dari rangkaian 

kebijaksanaan di sector perdagangan, khususnya perdagangan internasional oleh 

Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 

ditetapkan oleh GBHN pada tahun 1993.  

Para pelaku bisnis yaitu pihak pemerintahan, swasta nasional dan asing serta 

koperasi dalam perdagangan dalam lingkup local, regional, maupun internasional, 

senantiasa harus tunduk pada peraturan internasional. Karena Indonesia telah 

megesahkan WTO, maka Indonesia wajib untuk menindaklanjuti dengan 

penyusunan rancangan undang – undang, baik mengenai perdagangan maupun 

investasi nasional untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman oleh para pelaku 

bisnis nasional dan internaisonal di Indonesia maupun di dunia internasional. Hal 

tersebut sangat diharapkan demi menjaga kedamaian dalam dunia perdagangan 

internasional. 
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Walau hal tersebut menjadi kewajiban, pertentangan atau pelanggaran 

terhadap General Agreement on Tariff and Trade (GATT) masih dapat terjadi. 

Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbukan kerugian bagi salah satu pihak 

yang bertransaksi dagang. Sesuai yang tertuang pada pasal XXIII, dalam 

menentukan unsur sengketa pada GATT hanya mensyaratkan jika adanya 

multification dan impairment. Dalam kata lain, untuk terjadinya sengketa dagang 

paling tidak harus dipenuhinya unsur -unsur, yaitu sebab terjadinya kerugian yang 

diderita oleh suatu negara dan unsur akibat yang secara definitive ditentukan oleh 

GATT itu sendiri.  

Selain akibat dari adanya pelanggaran atau pertentangan terhadap GATT atau 

regulasi WTO lainnya, hal yang dapat memicu munculnya sengketa dagang antar 

negara adalah dengan semakin berjalanannya waktu, dapat ditemukan negara – 

negara yang melakukan manuver pada kebijakan dagang dan investasinya, seperti 

deregulasi atau mengubah – ubah regulasinya mengenai kebijakan perdagangan. 

Perubahan – perubahan yang seperti itu lah yang dapat memicu kemungkinan 

timbulnya perselisihan atau sengketa antar negara yang melakukan transaksi 

perdagangan. Karena setiap ada perubahan mengenai regulasi perdagangan suatu 

negara pasti secara langsung atau pun secara tidak langsung akan berdampak juga 

terhadap negara – negara mitra dagangnya. Oleh karena itu, diperlukannya 

Dispute Settlement Body (DSB) WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO 

dalam bentuk upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antar pihak negara – negara 

yang melakukan hubungan perdagangan. 
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Pada tulisan ini, akan secara spesifik membahas sengketa dagang internasional 

yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan pada DSB-WTO. Sengketa 

tersebut ialah sengketa dagang internasional mengenai tuntutan uni eropa terhadap 

perubahan regulasi yang terjadi di Indonesia. Di mana terjadi perubahan regulasi 

mengenai ekspor bijih nikel yang tertuang pada Undang – Undang Mineral dan 

Batu Bara melalui Peraturan Menteri (PerMen) Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMen ESDM Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini 

disebabkan karena sepanjang tahun 2019 Indonesia telah menjadi produsen bijih 

nikel terbesar di dunia. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sekaligus 

realisasi bahwa hilirirasasi produk tambang ini penting untuk meningkatkan nilai 

ekspor komoditas nikel.3 

Uni Eropa pada awalnya mendesak WTO untuk membuat panel khusus untuk 

membahas aturan baru yang dibuat oleh Indonesia mengenai ekspor bijih nikel 

tersebut pada 2019. Namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian. Hingga 

Januari 2021 ini terdapat pernyataan bahwa Uni Eropa akan menuntut Indonesia 

mengenai perubahan regulasi tersebut karena mereka beranggapan bahwa 

kebijakan baru tersebut akan menjadi penghambat bagi Uni Eropa untuk 

berkompetisi pada bidang industry baja di dunia.4 Kebijakan baru Indonesia ini 

juga ditakutkan oleh pihak Uni Eropa dapat menggangu produktivitas industry 

stainless steel yang di dalamnya terdapat sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) pekerja 

 
3 https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-

nikel-ri-versus-uni-eropa, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:34. 
4 https://money.kompas.com/read/2021/01/15/203805526/uni-eropa-gigih-tolak-sawit-

indonesia-tapi-butuh-nikelnya, diakses pada tanggal 7 Februari, pukul 21:45. 
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langsung dan juga terdapat 200.000 (dua ratus ribu) pekerja tidak langsung yang 

terlibat dalam industry tersebut. 5 Sedangkan dari pihak Indonesia sendiri juga 

mempunyai alasan terkait perubahan regulasi tentang ekspor bijih nikel tersebut. 

Sesuai dengan pernyataan Menter Perdagangan Republik Indonesia bahwa aturan 

yang dibuat itu bukan saja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada 

di Indonesia saja, namun juga untuk memastikan bahwa barang – barang 

komoditas itu adalah milik Pemerintah Indonesia. Indonesia sendiri telah 

menyatakan bahwa akan melayanin tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia 

mengenai aturan larangan ekspor bijih nikel tersebut. 

 Oleh karena itu, penelitian ini dirasa cukup menarik dan juga penting 

untuk ditelaah dan dibahas agar dapat lebih dipahami lagi inti dari tuntutan Uni 

Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel yang tercantum 

pada Undang – Undang Mineral dan Batu Bara dan bagaimana jika sengketa 

tersebut dilihat dari sudut pandang hukumnya. Selain itu, diharapkan juga agar 

selanjutnya kita akan dapat mengetahui ketentuan – ketentuan hukum mana saja 

yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa dagang ini 

melalui WTO. Maka berdasarkan yang sudah diuraikan di latar belakang diatas, 

Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: “ANALISIS NORMATIF 

ATAS MASALAH PENYELESAIAN KASUS PERDAGANGAN UNI 

EROPA TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA 

MELALUI FORUM WTO”. 

 

 
5 https://www.cnbcindonesia.com/market/20210118165208-19-216920/gejolak-bijih-nikel-ri-

versus-uni-eropa, diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pukul 21:50. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan dasar – dasar pokok tersebut, maka 

permasalahan yang kali ini akan dibahas dirumuskan  sebagai  berikut: 

1. Apa dasar hukum Uni Eropa dalam menuntut Indonesia mengenai 

larangan ekspor bijih nikel ke World Trade Organization? 

2. Langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam 

rangka menanggapi tuntutan Uni Eropa? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui regulasi hukum apa  yang digunakan sebagai dasar 

pembuktian oleh Uni Eropa melawan Indonesia mengenai larangan ekspor 

bijih nikel ini melalui WTO. 

2. Diharapkan agar dapat menjadi bahan untuk mencari tahu langkah apa 

yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi 

tuntutan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dilakukannya penelitian kali ini dinantikan dapat menghasilkan manfaat: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan bahwa penelitian ini kelak akan dinantikan dan dapat 

menjadi informasi dan juga sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu 

bagi para pembaca dengan sangat merinci, pada langkah - langkah yang 
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sudah dilaksanakan guna mengetahui regulasi hukum yang digunakan oleh 

Uni Eropa sebagai dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa dagang 

melawan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ini melalui 

WTO. 

 

b. Secara Praktis 

Serta harapan yang semata – mata hanya berjalan sebagai sarana 

informasi kepada para pembaca, tetapi juga kepada para ahli – ahli hukum 

terutama pada bidang hukum internasional dalam mencari tahu regulasi 

hukum yang dapat dipakai pada penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu, 

diharapkan juga akan berguna bagi para ahli hukum nasional untuk 

mengetahui dampak atau pengaruh setelah terjadinya deregulasi mengenai 

perdagangan di dalam negeri hingga bagaimana upaya Indonesia untuk 

menanggapi tuntutan dari Uni Eropa tersebut. 

E. Ruang Lingkup 

Pada pokok pembahasan penelitian ini membahas dan menggali 

mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional pada DSB-WTO, yang 

jika dijabarkan menjadi: 

1. Pengumpulan data mengenai peraturan perundang – undangan 

terkait. 
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2. Hal – hal penyebab timbulnya sengketa perdagangan 

internasional dan mekanisme penyelesaiannya melalui forum 

WTO. 

3. Hal – hal yang dapat timbul akibat ketentuan penyelesaian 

sengketa melalui WTO terhadap regulasi pembangunan hukum 

dalam negeri. 

4. Upaya – upaya yang harus ditempuh Indonesia untuk 

menyangkal tuntutan – tuntutan dari Uni Eropa terhadap 

kebijakan larangan ekspor bijih nikel Republik Indonesia pada 

forum WTO. 

F. Kerangka Teori dan Konsep 

Kerangka teori ialah merupakan sebuah dasar dari  kumpulan – 

kumpulan pemikiran yang dipergunakan guna merangkai sebuah penelitian 

sehingga tujuan tersebut dapat membantu Penulis penelitian ini dalam 

menentukan arah dan tujuan yang dimaksud, Penulis menggunakan  beberapa 

teori yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang ingin dibahas. Teori 

ialah serangkaian variable yang ditujukkan untuk memperjelas gejala spesifik 

atau cara tertentu yang terjadi6 ,  dan suatu teori harus diuji kebenaran dan 

keasliannya sehingga akurat dengan mendatangkan fakta-fakta akurat yang 

akan menunjukkan ketidak absahannya. Sehingga teori ini dapat berguna 

 
6 J.J.J. M.Wuisman. 1996. Dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, 

FE UI, Jakarta. hlm. 203. 
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untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ingin dibahas. 

Berikut terdapat beberapa contoh teori yang akan dipakai:  

1. Teori Dasar Tentang Perdagangan Internasional 

Ada 3 (tiga) teori utama dari perdagangan internasional dan yang 

paling sering menjadi topik pembicaraan. Teori ini dibagi mejadi beberapa 

poin, yaitu: 

(a) Teori Keunggulan Absolut 

Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini berpendapat dan 

mempunyai pokok pikiran mengenai peningkatan keahlian atau 

keterampilan di suatu negara akan membuat negara tersebut semakin 

Makmur dan kaya, begitu juga dalah hal efisiensi keikutsertaan para 

pekerja dalam proses produksi. 

(b) Teori Keunggulan Komparatif 

Merupakan teori yang dikemukaan oleh David Ricardo yang 

menyatakan bahwa perdagangan internasional itu sendiri bisa 

berlangsung walau suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut 

(peningkatan keahlian). Kegiatan perdagangan internasional pada teori 

ini disebut dapat saling memberi symbiosis mutualisme saat salah satu 

pihak tidak memiliki keunggulan absolut dengan hanya memiliki 

keunggulan komparatif saja pada harga untuk komoditi yang relative 

beda.7 

 
7 Johnson, H. 1965. The Pure Theory of International Trade. By Murray C. Kemp. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1964. Pp. x, 324. Canadian Journal of Economics and 
Political Science, 31(1), hal. 139-141. 
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(c) Teori Heckscher-Ohlin (H-O) 

Teori ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa sebuah negara 

akan melakukan kegiatan transaksi dagang dengan pihak dari negara 

lain apabila negara tersebut mempunyai taraf yang ditandai dengan 

adanya perbedaan kondisi perekonomian pada negara yang akan 

melakukan kegiatan dagang. 

 

2. Teori Tentang Hukum Perdagangan Internasional 

Kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional kurang 

lebihnya diakibatkan oleh munculnya jasa – jasa dalam iptek, yang secara 

langsung atau tidak langsung membuat hubungan – hubungan dagang 

berlangsung dengan tempo yang semakin cepat.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma 

– norma. Selain itu sistemnya juga mempelajari dan mengkaji asas – asas 

hukum dan kaedah hukum yang berlaku yang berasal dari sumber – 

sumber Pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian dan regulasi 

perundang – undangan serta juga termasuk ketentuan – ketentuan hukum 
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internasional terkait perdagangan internasional. Sistem kaidah ataupun 

norma – norma yang dibangun adalah mengenai teori – teori, peraturan 

perundang – undangan, perjanjian dan juga doktrin (ajaran).8 Penelitian 

normatif ini meneliti norma – norma atau peraturan hukum sebagai suatu 

sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini juga 

didukung oleh data lapangan yang bertujuan untuk dapat memberikan 

argumentasi – argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah peristiwa 

yang terjadi telah benar atau salah serta bagaimana sebaikanya suatu 

peristiwa itu menurut hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian hukum ini ditemui berbagai macam pendekatan. 

Dalam menyusun proposal ini, pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penulisan deskripsi ini adalah: 

a. Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach) 

Pendekatan perundang – undangan atau statute approach 

dilakukan dengan metode membedah dan memperdalam undang – 

undang dan peraturan yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang 

ingin diselesaikan. Hasil dari pembedahan tersebut merupakanalasan 

untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.9 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 
8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.33 
9 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Kencana. hlm. 

93. 
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Pendekatan konseptual ialah merupakan metode pendekatan 

dengan cara mendekatkan menunjuk kepada asas - asas hukum yang 

sudah ada. Dan  asas - asas ini terdapat pada pandangan berbagai 

sarjana maupun dalam doktrin hukum.10 

3. Sumber Bahan – Bahan Hukum 

Data yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan – bahan hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang didalamnya bersifat secara 

mengikat dikarenakan diterbitkan oleh pemerintah dan didapatkan 

secara langsung dari peraturan perundang – undangan, antara lain: 

a) Agreement Establishing of WTO (1995) 

b) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Keikutsertaan 

Indonesia dalam WTO 

c) General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 

d) Undang – Undang Mineral dan Batu Bara melalui Peraturan 

Menteri (PerMen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMen ESDM 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara 

 

 
10 Ibid, hlm. 138. 
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b. Bahan Hukum Sekunder yang paling utama adalah buku – buku hukum 

termasuk skripsi, jurnal – jurnal hukum, tesis dan disertasi hukum.11 

Adapun  juga yang tergolong dalam bahan – bahan hukum sekunder ini 

ialah jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan buku – buku teks 

yang didalamnya terdapat masukan-masukan dan juga kritik dari para 

akademisi dan para ahli terhadap berbagai produk hukum perundang – 

undangan dan putusan pengadilan, situs – situs internet yang 

berhubungan dengan penelitian ini, notulen – notulen seminar hukum 

dan yang memuat opini hukum. Bahan Hukum tersier, ialah bahan 

hukum yang menyampaikan keterangan dan petunjuk terhadap bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini 

biasanya didapatkan melalui kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan 

Kamus Bahasa Indonesia. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat bahan primer 

dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, Ensiklopedia, 

artikel pada surat kabar (cetak maupun elektronik), dan majalah. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, meskipun penulis 

menekankan pada aspek normatif, penulis juga melakukan melalui studi 

pustaka dan studi dokumen, ialah dengan cara melakukan pengumpulan 

 
11 Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publishing. hlm. 196. 
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bahan – bahan mengenai hukum dengan cara mempelajari, menelaah dan 

mengkaji jurnal, skripsi, disertasi hukum, thesis, hasil penelitian hukum 

dan mempelajari berbagai dokumen yang resmi institusional yang 

merupakan regulasi perundang - undangan, literatur dan didukung dengan 

adanya data lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Metode analisis yang kali digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk 

analitis data yang gunakan ialah dengan cara pendekatan yang bersifat 

kualitatif terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder yang 

dipakai berupa bahan hukum tersier, sekunder dan primer.12 Data sekonder 

dikompilasi dan dikaji melalui studi kepusatakaan. Proses tersebut 

dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait, sehingga dapat menopang 

substansi, kerangka konseptual, dan analisis data temuan doktrin. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ialah capaiandari akhir dari sebuah penelitian 

yang telah disusun berstruktur sesuai dengan maksud dan tujuan dari 

penelitian ini. Kesimpulan itu sendiri yang diartikan merupakan sebuah 

jawaban dari perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang 

disampaikan secara singkat dan padat mengenai adanya keabsahan dari 

suatu penelitian tersebut. Kesimpulan yang didapat dengan cara 

 
12 Zainuddin. 2014. Metode Penelitian hukum, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika. 
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menggunakan metode deduktif yaitu mencari sebuah kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Beni Achmad Saehani. 2008. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 

93. 
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